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LAMPIRAN II.1.6 : PERATURAN BUPATI MAJENE 

NOMOR : 26 TAHUN 2017 

TANGGAL : 15 MEI 2017 

TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE 

 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI  

ASET LAINNYA 

  

A. UMUM 

 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset 

lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta 

pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

Ruang Lingkup 

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka 

penyusunan laporan neraca. 

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan pelaporan 

Pemerintah Kabupaten Majene termasuk BLUD, tetapi tidak termasuk 

perusahaan daerah. 

Definisi 

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap 

dan dana cadangan. 

5. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya 

perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutannya. 

 

B. PENGAKUAN 

6. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat: 

a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah 

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

b. diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. 
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7. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa 

pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan 

dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

8. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa 

penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan 

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   

 

C. KLASIFIKASI 

9. Aset Lainnya terdiri dari : 

a. tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 

b. tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 

c. kemitraan dengan Pihak Ketiga; 

d. aset Tidak Berwujud; 

e. aset Lain-lain. 

D. TAGIHAN PIUTANG PENJUALAN ANGSURAN 

10. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima 

dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai 

pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah 

penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. 

Pengakuan 

11. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan 

angsuran dan dapat diukur dengan andal. 

Pengukuran 

12. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari 

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi 

dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah 

atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

 

E. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 

DAERAH (TGR) 

13. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas 

suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat 
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langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan 

tugas kewajibannya. 

14. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah 

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian 

dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 

Pengakuan 

15. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan 

Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat 

diukur dengan andal. 

Pengukuran 

16. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat 

Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah 

dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

17. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan 

Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang 

telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. 

Penyisihan 

18. Penyisihan Piutang TP atau TGR diperhitungkan dan dibukukan sesuai 

dengan kebijakan akuntansi penyisihan piutang. 

 

F. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 

19. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai 

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama 

dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 

20. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa : 

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS) 

b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) 

21. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BSG) adalah suatu 

bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak 

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan 
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bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta 

mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian 

menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut 

fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu 

yang disepakati (masa konsesi). 

22. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor 

kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai 

dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai 

pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah 

yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus 

diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. 

23. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah 

pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan 

cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana 

lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun 

tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan 

pembangunan aset tersebut. 

24. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah 

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 

penerimaan daerah.  

25. Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam 

jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.  

26. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah 

Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian 

kerjasama/kemitraan. 

Pengakuan 

27. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ 

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi 

aset kerjasama/kemitraan.  

28. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut 

fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat 

pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya 

selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.  
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29. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan 

harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada 

Pengelola Barang.  

30. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola 

Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam 

berita acara serah terima barang.  

31. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas 

hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh 

Pengelola Barang.  

32. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” 

menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan 

telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.  

 

Pengukuran 

33. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh 

pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS 

tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset 

Tetap. 

34. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai 

dengan metode penyusutan yang digunakan. 

35. Penilaian atas penyerahan kembali aset BKS oleh pihak ketiga/investor 

kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai 

berikut: 

a. untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai 

tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan 

disajikan kembali sebagai aset tetap. 

b. untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar 

pada saat perolehan/penyerahan. 

36. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan 

selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka 

Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum 

direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan 

dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama. 
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Penyajian dan pengungkapan 

37. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. 

Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau 

gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan 

operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.  

38. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan 

berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :  

a. klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;  

b. penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan;  

c. penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan. 

39. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil 

kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap. 

 

G. ASET TAK BERWUJUD 

40. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat 

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk 

tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak 

berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan 

pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian 

atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. 

41. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas; 

Artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan 

secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena 

aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka 

ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, 

ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. 

Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di 

neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, 

atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta 

pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas 

tersebut bermaksud melakukannya atau tidak; 

b. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang; 

c. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk 
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seperti halnya aset tetap. 

42. Aset tak berwujud meliputi : software computer, lisensi, hak cipta 

(copyright), hak paten, hasil riset dan pengembangan, Warisan Budaya/ 

Sejarah dan aset tak berwujud lainnya. 

43. Software komputer yang merupakan aset tak berwujud adalah sofware 

komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 

dan bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware computer 

tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. 

44. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain 

berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi 

dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat 

tertentu. 

45. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan. 

46. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 

(penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk 

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 

47. Hasil kajian/penelitian yang termasuk dalam kategori aset tak berwujud 

adalah hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, 

artinya suatu kajian atau penelitian tersebut dapat memberikan manfaat 

ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang. Apabila hasil kajian 

tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis 

dan/atau sosial maka hasil kajian tersebut tidak dapat dikapitalisasi 

sebagai aset tidak berwujud. 

48. Warisan budaya/ Sejarah (Intangible heritage assets), Pemerintah dapat 

memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya atau lingkungan 

masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh pemerintah dengan 

alasan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengindentifikasi dan 

mengakui aset ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas 

ATB telah terpenuhi. 

49. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang 

diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu 
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tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal 

pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah 

terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal 

pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 

(intangible asset–work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian 

akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. 

50. Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak 

dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. 

Pengakuan 

51. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika: 

a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang 

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut 

akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

Pengukuran 

52. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus 

dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap 

untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat 

ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat 

pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. 

53. Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak 

Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.  

54. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan 

menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud 

tersebut. Apabila masa manfaat aset tetap tak berwujud sulit diestimasi, 

perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 

Kode Barang Uraian Tahun 

7 24 1 1 1 Software komputer 4 

7 24 2 1 1 Lisensi  10 

7 24 3 1 1 Hak Cipta /Paten 50 

7 24 4 1 1 Hasil kajian/penelitian 4 

7 24 5 1 1 Warisan Budaya/Sejarah Tidak 

terbatas 
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Penyajian dan Pengungkapan 

55. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak 

Berwujud antara lain sebagai berikut:  

a. Masa manfaat dan metode amortisasi;  

b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak 

Berwujud; dan  

c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir 

periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.  

56. Disamping informasi-informasi di atas, laporan keuangan juga perlu 

mengungkapkan: 

a. Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat 

suatu aset tidak berwujud; 

b. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap 

aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara 

keseluruhan; 

c. Keberadaan ATB yang dimiliki bersama. 

 

H. ASET LAIN-LAIN 

57. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan 

Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan 

Aset Tak Berwujud. 

58. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari 

penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat 

sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset 

tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang 

telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah 

terima atau dokumen sejenisnya. 

59. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada 

Bagan Akun Standar. 

 

Pengakuan 

 

60. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan 

aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. 
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Pengukuran 

61. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai 

tercatatnya.  

 

Penyajian dan pengungkapan 

62. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan 

secara memadai di dalam CaLK.  

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap 

yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

 

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 

 

H. ANWAR ADNAN SALEH 


